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WALIKOTA PALtrMBANG,

Menimbang : 4.. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik
secara berkelanjutan diperlukan penggkuran seca;a

komprehensif mengenai kegiatan tentang tingkat kepuasan

masya,rakat yang di peroleh dari hasil pengukuran atas

pendapat masyarakat;
Lrahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik
secara berkelanjutan, perlu dilakukan evaluasi terhadap
penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah
Kota Palembang;
bahwa Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap

Penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah
Kota Palembang perlu diatur dalam Peraturan Walikota agar
memiliki landasan dan kepastian hukum;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
daiam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan
Peratural Walikota Palembang tentalg Pedoman Survei
Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Peiayanan
Publik di Lingkungax Pemerintah Kota Palembang;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat iI dan Kotapr4ia di
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AAg
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5O38i;

Mengingat : 1.

b.

C.

d.

2.

3. Undang-Undang.....
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undang-undang Nomor 23 Tahun 2a74 tentang

Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2oL4. Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahaa Kedua atas undang-undang

Ncmor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah

iijembara]1 Negara Repubiik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaral Negara Republik Indonesia Nomor

567e);
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
pedoman survei Kepuasan Masyarakat terhadap
penyelenggaraan Pelayanan Pubiik (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 616i;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN SURVEI

KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PEI{YELENGGARAAN

PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA

PALEMBANG

BAB 1

KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu

Definisi, Pengertian dan Singkatan
Pasal 1

Dalam Peraturan lMalikota ini, yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Kota ada-lah Pemerintah Kota Palembang.

2. Walikota adalah Walikota Palembang.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.

4. Bagian Organisasi dan Tata Laksana adalah Bagian
Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kota
Palembang

5. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan
dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai
dengar peraturan perundang-undangan bagi setiap \ /arga
negara dan penduduk atas barang, jasa, danlatau pelayanan
administratif y-ang disediakan oleh penyelenggara pelayanan
publik.

6. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut
Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara
pemerintah daerah, korporasi, lembaga independen yang
dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangal untuk
kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang

dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

4.

Menetapkan :

7. Pelaksana.....
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7. Pelaksana Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut

Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang

yang bekeda di dalam organisasi penyelenggara yang

bertugas melaksanakan tindakan atau seralgkaian tindakan

pelayanan Pubiik.
8. Unit Pelayanan Publik adalah unit kerja/kantar pelayanan

pada instansi pemerintah, yang secara langsung maupun

tidak langsung memberikan pelayanan kepada penerima

pelayanan.

9. Satuan Keda Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat

SKPDadalahperangkatdaerahsebagaiunsur
penyelenggara pemerintahan daerah'

10. Masyarakat adalah seluruh pihak baik wafga nega-ra

maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok,

maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai

penerima manfaat pelayanan publik baik secala langsung

maupun tidak langsung.
1 1. Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan

pengadu kepada pengelola pengaduan pelaya:ran publik atas

pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan standar
pelayanan, atau pengabaian kewajiban, datt/atau
pelanggaran larangan oleh penyelenggara.

12. Mediasi adalah penyelesaian sengketa pelayanan publik
antar pa1.a pihak melalui bantuan, baik Ombudsman sendiri

maupun melalui mediator yang dibentuk oleh Ombudsmal.
13. Survei Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara

komprehensif kegiatan tentalg tingkat kepuasan
masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas
pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari
penyelenggara pelayanan publik.

14. Unsur Survei Kepuasan Masyarakat adalah faktor dan aspek
yang dijadikan pengukuran kepuasan masyarakat terhadap
penyeienggaraan pelayanan publik.

Bagian Kedua
Maksud, Tujuan dan Manfaat

PasaI 2

(1) Evaluasi penyelengga-raan pelayanan publik ini dimaksudkan
untuk:
a. mengetahui kelemahan atau kekuatan dari masing-masing

SKPD/ unit penyelenggara pelayanan publik;
b. mengukur secara berkala penyeienggaraan pelayanan yarg

telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik;
c. sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan

langkah perbaikan pelayanan ;

d. sebagai
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d.sebagaiumpanbalikdalammemperbaikilayananpublik
kepada masyarakat atau pengguna layarran sehingga

masyarakat dapat terlibat seca-ra aktif mengawasi

pelaksanaarl penyelenggaraan pelayalan publik; dan

e. sebagai pedoman bagi SKPD/unit pelayanan di lingkungarl

Pemerintah Kota Palembang dalam mengevaiuasi

penyelenggaraan pelayanan publik'

{2t Evaluasi penyeleaggaraan pelayanan publik ini bertujuan

untuk:
a. meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan

publik Pemerintah Kota Palembang;

b. mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna

layanan dalam menilai penyelen ggara pelayanan ;

c. mendorong penyelenggara pelayalan untuk meningkatkan

kualitas PelaYanan;
d.mendorongpenyelenggarapelayananmenjadilebihinovatif

dalam menyelenggarakan pelayanan publik; dan

e.menyed.iakanpedomanpraktisda]ameva]uasi
penyelenggaraan pelayanan publik dengan menggunakan

survei kepuasan masyarakat sebagai dasar bagi tindakan

nyata perbaikan.

{3} Manfaat bagi para penyelenggara dan pelaksala pelayanaa

publik serta para pengambil keputusan {Penanggung Jawab

Pelayanan Publik) dalam rangka:
a. mengevaluasi kinerl'a pelayanan publik berdasarkan persepsi

masyarakat pengguna pelayanan; dan
b. meraih kepercayaan publik dengan adanya kepuasan

masyarakat terhadap kinerja layanan penanggung jawab,
penyelenggara dan pelaksana.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik ini
meliputi:
a. persyaratan, yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam

pengurusan suatu jenis pelayalan, baik persyaratan teknis
maupun administratif;

b. prosedur, yaitu tata cara pelayanan yang dibakukan bagi
pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan;

c. waktu pelayanan, yaitu jangka waktu yang diperlukan untuk
menyelesaikan seluruh proses peiayanan dari setiap jenis
pelayanan;

d. biayaltarif.
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d. biaya/tarif,yaituongkosyangdikenakankepadapenerima
layanandalam*."g*'sdan/ataumemperolehpelaya-nandari
penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkart

kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat;

proalt spesifikasi jenis pelayanan' yaitu hasil pelayanan yang

diberikandanditerimasesuaid.engarrketentuanyangtelah
e.

f.

6t)'

h.

ditetapkan;
kompetensi pelaksana, yaitu kemampuan yang

oleh pelaksana meliputi pengetahua-n' keahlian'
harus dimiliki
keteramPilan,

dan pengalaman;
periiaku pelaksana, yaitu sikap petugas dalam memberikan

peiayanan;
maklumat pelayanan, yaitu merupakan pernyataan

kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk

melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan; dan

penanganan pengaduan, saran dan masukan, yaitu tata cara

pelaksanaan penarlganaJr pengadual dan tindak lanjut'

BAB Ii
PELAKSANAAN DAN TEKNiK EVALUASI

Pasal 4

Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik
menggurrakan Survei Kepuasan Masyarakat meialui tahapan
perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengolahan dan penyqiian

hasii survei, yang mencakup langkah-langkah sebagai berikut:
a. menyusun instrumen survei;
b. menentukan besaran dan teknik penarikan sampel;
c. menentukan responden;
d. melaksanakan survei;
e. mengolah hasil survei; dan
t" menyajikan dan melaporkan hasil.

Pasal 5

Tahapan penyelengga.raan Survei Kepuasan Masyarakat didasarkal
pada metode dan teknik yang dapat diperta-nggungjawabkan

Pasal 6

Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan terhadap setiap jenis
penyelenggaraan pelayanan publik menggunakan indikator dan
metodologi survei sesuai kebutuhan.

Pasal 7
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Pasal 7

untuk melakukan survei dapat menggullakan teknis survei, antara

lain:
a. kuesioner dengan wawanca-ra tatap muka;

b.kuesionermelaluipengisiansendiri,termasukyangdikirimkan
melalui suraU

c. kuesioner eiektronik {internet/e-survei};
d. diskusi kelomPok terfokus; dart

e'wawafiCa.ramendalarr-|indepthinteruieus\.

Pasal I

Instrumen da,r metode survei kepuasan masyarakat adalah

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan walikota ini dan dapat digunakan

sebagai pedoman bagi penyelenggara survei pelayanal publik dalam

rangka meningkatka-n kualitas pelayanan publik'

Pasal 9

(1) penyelenggara pelayanan pubiik wajib melakukan Survei

Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 6 (enam) bulan

sekati dan maksimal 1 (satu) kali setahun.
(2) Apabila dibutuhkan, Survei Kepuasan Masyarakat sebagaimana

dimaksud dalam Pasa] 9 ayat {1}, dapat dilengkapi survei secara

seketika setelah mendapat pelayanal.
(3) Penyeienggara peiayanan publik mempublikasikan hasii Survei

Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan setiap jenis
pelayanan publik dan metodologi survei yang digunakan.

Pasal 10

{1) Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dilaporkan oleh Bagian
Organisasi dan Tatalaksana kepada Walikota melalui Sekretaris
Daerah.

(2) Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dilaporkan kepada Biro
Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Provinsi
Sumatera Selatan darr Menteri Pendayagunaarl Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 1 1

(1) Sekretaris Daerah melatrui Bagian Organisasi dan Tatalaksana
melakukal pemtrinaan monitoring darr evaluasi kepada Satual
Kerja Peralgkat DaerahlUnit Pelayanan terhadap pencapaial
penyelenggaraan pelayanal publik berdasar hasil Survei
Kepuasan Masyarakat.

{2} Dalam.
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Dalam melaksanakan evaluasi, Sekretaris Daerah dapat
membentuk tim evaluasi yang terdiri da"ri unsur SKPD yang

me m bid an gi pe n gawasaii, pe reiif aii aant, dan aBar*a'ru i..

Evafuasi terhadap penyeienggaraan pelayanan publik dilakui<art

seeara berkelanjutan sebagai dasar peni:tgkatan kualitas dan
inovasi pela-vanan publik serta pemberian penghargaan dan
sanksi {reward dan Pumshm.entl.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan rfr/alikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap ara-ng mengetahuinya, memerintatikan
pengundangan Peraturan'tfrfalikota ini dengan penempaiannya
dalam Berita Daerah Kota Palembang.

2A16

;':li i,:lri..i'; r.:t i',.i:':;jl).:::',

f-iAF:i'r*i*Y*

Diuadangkan di Paiembang
pada tanggal ilI AguslrS
PIT.SEKRETARIS DAERAH

Ur}!lL-I,

tsERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2016 NOMOR 84,



LAMPIRAN I
PERATU RAN WALI KOTA PALEMBANG
NOMOR z4 IAHUN zot€
TENTANG PEDOMAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
TERHADAP PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG.

PEDOMAN SURYEI KBPUASAN MASYARAKAT ATAS PEI,AYANAN PUBLIK DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

A. Pendahuluan

Kualitas pelayana:r publik merupakan sebuah indikator utama dalam

penyelenggaraan pemerintahan yang baik, mulai pemerintah pusat

hingga pemerintah daerah. Bahkan Kementerian Pendayagunaarl

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

mend.orong peningkatan kualitas pelayanan publik melalui
penghargaan bagi instansi pemerintah yang melakukal
pengembangan dalam pelayanan publik. Untuk itu dalam rangka

meningkatkan kuaiitas pelayanan publik secara berkelanjutan
pemerintah menetapkan kebijakan untuk meiaksanakan Survei

Kepuasan Masyarakat bagi instansi penyelenggafa pelayanan publik.
Sebelumnya Survei Kepuasan Masyarakat diatur dalam Keputusan
Menpan Nomor KEP/25/M.PAN/2 l2AO4 tentang Pedoma-tr Umum
Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi
Pemerintah, nalnun d.ikarenakan belum mengacu kepada Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2AA9 tentang Pelayanan Publik dan perlu

adanya keseiarasan dengan standar pelayanan maka diubah dengan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 16 Tahun 2A14 tentang Pedoman Survei Kepuasan

Masyarakat terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik. Berdasarkan
peratural ini Survei Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran
secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat
yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat rnasyarakat.
Melalui Survei ini diharapkal mendorong partisipasi masyarakat
sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara

pelayalal serta mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk
meningkatkan kualitas pelayanan dan melakukan pengembangart

melalui inovasi-inovasi pelayanan pubiik.

1. Tujuan
Pedoman ini bertujuan untuk memberikan acuan bagi orgalisasi
perangkat daerah Pemerintah Kota Palembang termasuk juga
unit-unit pelayanan dan BUMD dalam mengukur kepuasan
masyarakat sebagai pengguna layalal dan meningkatkan kualitas
penyelengga-raan pelayanan publik. Berkaitan dengan pedoman
ini, organisasi peralgkat daerah unit-unit pelayanan dan BUMD
yang menyelenggarakan pelayanan publik dapat menyesuaikan
metodologi dan instrumen yang ada sesuai dengal kondisi dan
kebutuhan tiap organisasi.

2. Sasaran.....
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2. Sasaran

Sasaran da-ri pedoman ini adalah kemudahan bagi organisasi
perangkat daerah Pemerintah Kota Palembang, unit-unit
pelayanan dan BUMD dalam mengukur kepuasan masyarakat

sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas
penyelenggaraan pelayanan publik, yang pada akhirnya berujung
pada meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan

publik di Kota Palembang. sasaran ini dapat dicapai'dengan:

a. mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan

dalam menilai kinerj a penyelenggara pelayanan ;

b. mendorong penyelenggala pelayanan untuk meningkatkan
kualitas pelayanan; dan

c. mendorong penyelenggara pelayanan rnenjadi lebih inovatif
dalam menyeienggarakan pelayanan publik.

B. Variabel

Ruang lingkup atau variabel yang dinilai da-lam Survei Kepuasan

Masyarakat unit pelayanan publik Kota Palembang terdiri d.ari

sepuluh variabel yang dinilai, yakni meliputi:

1. Persyaratan
Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam
pengurusan suatu jenis pelaya:raa, baik persyaratan teknis
maupun administratif.

2. Prosedur
Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi

pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan-

3. 'lffaktu Pelayanan
Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk
menyelesaikal seluruh proses pelayanan dafi setiap jenis
pelayanan

4. Biaya/ Tarif
Eiiaya/Tarrf adaiah ongkos yang dikenakan kepada penerima

layalan da-lam mengurus danlatau memperoleh pelayanan dari
penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan
kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan adalah hasil pelayanan yang
diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah
ditetapkan. Produk pelayanal ini merupakan hasil dari setiap
spesifikasi jenis pelayanal.

6. Kompetensi Pelaksana
Kompetensi Pelaksana adalah kemampuar yang harus dimiliki
oleh pelaksana meliputi pengetahuarr, keahiian, keterampilan,
dan pengalaman

7 . Perilaku........,....
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7. Perilaku Pelaksana
perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan

pelayanan

8. Maklumat Pelayanan
Maklumat Pelayanan adalah merupakan pernyataan

kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan

pelayanan sesuai dengan standar pelayanan'

9. Penanganan Pengaduart, Saran dan Masukan
penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan adalah tatacara

pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut'
10. Sarana dan Prasa-rana LaYanan

Sarana dan Prasarana Layanan adalah fasilitas yang tersedia

bagi masyarakat di kantor/ tempat pelayanan dilakukan.

C. Langkah-langkah Penyusunan Survei Kepuasas Masyarakat

A. Persiapan
1. Penetapan Pelaksana

a. Apabila dilaksanakan secara swakelola, perlu membentuk
tim penyusunan survei kepuasan masyarakat.

b. Apabila dilaksanakan oleh unit independen yang sudah

berpengalamarl, perlu dilakukan melalui "perjanjian keda

sama" dengan unit indePenden.

2. Penyrapal Bahart
a. Kuesioner

Da1am penyusunan Survei Kepuasal Masyarakat digunakan
kuesioner sebagai alat bantu pengumpulan data kepuasan
mas3'arakat penerima pelayanan.
Kuesioner disusun berdasarkan tujuan survei terhadap
tingkat kepuasan masyarakat. Bentuk kuesioner
sebagaimana terlampir {Lampiran II}.

b. Bentuk Jawaban
Bentuk jawaban pertanyaan dari setiap unsur pelayanan
secara umum mencerminkan tingkat kualitas pelayanan,
yaitu dari yang sangat baik sampai dengan tidak haik.
Untuk kategori tidak baik diberi nilai persepsi 1, kurang
baik diberi nilai persepsi 2, baik ditleri nilai persepsi 3,
sangat baik diberi nilai persepsi a. (Lampiran II)

Contoh:
Penilaian terhadap unsur prosedur pelayanan.

1) Diberi nilai 1 {tidak mudah) apabila pelaksanaan prosedur
pelayanan tidak sederhana, alurnya tidak mudah, loket
terialu banyak, sehingga prosesnya tidak efektif;

2i Diberi
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2) Diberi nilai 2 {kurang mudah) apabila pelaksanaan prosedur

pelayanan masih belum rnudah, sehingga prosesnya belum

efektif.
3) Diberi nilai 3 (mudah) apabila pelaksanaan prosedur

pelayanan dirasa mudah, sederhana, tidak berbelit-belit

tetapi masih Perlu diefektifkan;
4) Diberi nilai 4 {sangat mudah) apabila pelaksanaan prosedur

pelayanan dirasa sangat mudah, sangat sederhana,

sehingga prosesnya mudah dan efektif.

3. Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data

a. Jumlah Responden
Responden survei Kepuasan Masyarakat di lingkungan

Pemerintah Kota Palembang di tentukan sebanyak 15o

Responden.
b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan di:

1) lokasi masing-masing unit pelayanan langsung kepada

masyarakat;
2) lokasi masing-masing pelayanan yang tidak berhubungan

langsung kepada masyarakat.

Pelaksanaan Pengumpulan Data
1. Pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang akurat dan obyektif, perlu

ditanyakan kepada masyarakat atau pengguna layanal
terhadap unsur-unsur pelayanan yang telah ditetapkan dalam
rangka untuk mengetahui kondisi pelayanan yang dilakukan
tiap-tiap pelayalan dan untuk bahan perbaikan pelayanan

2. Pengisian kuesioner
Pengisian kuesioner dapat dilakukan dengan salah satu dari
kemungkinan dua cara sebagai berikut :

a. dilakukan sendiri oleh penerima layanan dan hasilnya
dikumpulkan ditempat yarrg telah disediakan;

b. diiakukan oleh pencacah melalui wawancara.

Pengolahan Data
1. Metode Pengolahan data

Niiai Survei Kepuasan Masyarakat dihitung dengan
menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur
pelayalan.
Contoh: dalam penghitungan terhadap 10 urrsur pelayanan
yaxg dikaii setiap unsur pelayanal memiliki penimbang yarrg
saJna dengan rumus sebagai herikut:

C.

Bobot nilai.
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Bobot nilai rata-rata = Jumlah bobot = 1 = 0,1

Tertimbang Jumlah Unsur 10

Untuk memperoleh nilai
nilai rata-rata tertitnbang

SKM unit pelayarLan digunakan pendekatan

dengan rumus sebagai berikut :

D.

Untuk memudahkan interprestasi terhadap penilaian SKM yaitu antara

25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai

dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :

Tabel:
Nilai Persepsi, interval sKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja unit Pelayanan

Nilai
Persepsi

Nilai Intervatr
iKM

Nilai interva-l
Konversi

Mutu
Pelayanan

Kinerja Unit
Pelayanan

1 1,00- 1,75 25-43,75 D Tidak Baik
2 1,76-2,5O 43,76- 62,50 C Kuranq Baik
-J 2,51- 3,25 62,51- 81,25 B Baik
4 3,26 - 4,00 81,26 - i00 A Sa.ngat Baik

Laporan Hasil Penyusunan Indeks
Hasil akhir kegiatan penyusunan Survei kepuasan masyarakat dari setiap

unit pelayanan instansi pemerintah, disusun dengan materi utama sebagai

berikut :

1. Indeks per unsur pelayanan
Berdasarkan hasil penghitungan survei kepuasan masyarakat, jumlah
nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-rata
setiap unsur pelayanan. Sedangkan nilai indeks komposit (gabungan)

untuk setiap unit pelayanan, merupakan jumlah nilai rata-rata dari
setiap unsur pelayanan dikalikan dengan penimbang yang sarna, yaitu
0,o71.

Contoh 1O unsur peiayanan yang di dapat dari kuesioner responden :

Apabila diketahui niiai rata-rata unsur dari masing-masing unit
pelayanan adalah sebagaimana tabel berikut :

No UNSUR PtrLAYANAN NILAI RATA.RATA

1 Persyaratan pelayanan 2,65
2 Prosedur Pelayanan 3,45
/)
J Waktu pelayanan 3,53
4 Kervaiaran biaya /Tarif Pelayanan 2,31
5 Penvesuaian Produk Pelavanan 1.55
6 Petugas trelavanan 3.12

KesoDanan dan keramahan petugas 3,21
8 Tersedianya Makiumat Peiayanan 2.43
9 Penanganan Pengaduan 3,21
10 Ketersediaan Sarana dan Prasarana 1,45

SurveiKepuasanMasSzarakat:TotaldariNiiaiPersepsiPerUnsurxNilai

Maka.

Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan x 25
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Maka untuk rrengetahui nilai sumei unit ptlayanan dihtung dengan cara

sebagai berikut:
{2,65 x *,*7U + i3,45 x *,0?i} + i3,53 x 0,0?1} + {2,31 x0'071i

{1,55 x0,O71} + {3,12 x 0,071} + {3,21 x O,O?1} + {2,43 x O'07Ji

{3,?1 x 0,*?1} + (1,45 x 0,O7lii= Nilai indeks adalah 2'4'62

Dengan riemikian nitai indeks unit pelayafisx hasilnya dapat disimpulkan

sebagai b*rikut :

a. Fiilai sKM seteiair dikcnversi = Nilai sursei x Nilai ilasar

= 2,4*2 x 25 = 61,55

b" Mutu PelaYana:: C

c. Kinerja nnit pela-rrallan Kurang Baik

2. Piaritas peningkatan kualitas pel*ya-tran

Ilalam peningkatan kualitas pelayanan, diprioriiaskal
mempun}rainilaipalingrend.ah,sed'angkanunsuryang
cukup tinggi harus tetap elipertahankan'

pada urrsur Y*ng
mempunlrai nilai

E" FENUTUP
Dengan rlitetapkan Pedoman umum survei Kepuasan Masyarakat terhadap

PenS,elenggaraan Pelaya*an PuLrlik di Lingkungan Pernerintah Kata

Palemba:rg Tahun 2015, ser$ua ur:it peiayanafl instansi per::erintah baik

yang lalgsung maupun tidak langsung memberika-r: pelayartan kepada

masyarakat, wqjih menyu.sun survei kepuasan rnasyarakat secara pericdik cli

lingkungan masing-masing daiam upaya meningkatan kualitas

peiayar:annya kepada maslrarakat'

Keberhasilan peiaksanaan penyusurrfft Sur:;ei Kepuasan Masyarakat,

se'bagzu upal.a untuk meningkatkan kualitas unit pelayar:ar insta-nsi

pemerintah pusat dan daerah"

Hai-hai _\,ang bersifat teknis dan administratif pelaksana*.n penerapan, diatur

secara tersendiri oleh pimpi*alt instansi masing-masing.

wALrK0',r{ rar-nuBAIVG,

II
HARNO*CCIY*



I.AMPIRAN II
PER*TURAN WATIKOTA PALEMBAT'iG
NoMoR 24 lnHurr{ ?-otg
TENTANG PEDOMAN SURVEI KEPUASAN &TASYARASAT

TERHADAP PENIYELENGGARAAI{ PEI..AYANAI'I PUBUK DI
LINOKUNCAN PEMtsRIT-ITAH KOTA PALEMBANG.

ii i:*a::tr* i;&- rlF:!ri--:ide:Itt 'iEi! Ienilii IFi-+T4:'ji!a';

t: ,:--.-i:..;': il-,.-t(. ::.:.::: .l:-.;:-: ;t:t;i--':r :'r.r5:-,:if a'..ii.r::]':a:ua l:r-'

r. SATA ITASYARAXA'T { RESFAilD=I*}

{Lingkart hode 6119r(8 sssuaiiawa6 an mssyareikat/r*Wnden)

rti$E i

*i*
Fe{ir{rss

i.iG.:.r*i R**F+3id+ii ilur
: rl : ::, :'

r:"r::' Ir"r: ;:I 't. Lakiiaki ?. PeremPuan il
t. ftqs 4. Mefaralsat
2. TNI 5, BUMN/BUMD
3. POLRI

n

t. E*gnttrana pendspsl Sgudara tentang ttes€susisn
p+f:$!,ara*.n Felayer.aft dGftl-n tsnis gdeyan*rnya.
a. Tidaks€auEi
b. K$ar€ s€quai
c. Ssrrai
d. Sgtfat s€s{rai

=*:

1

2
3
4

2. BegEirlan* pennhxnnn Saudera t€nt*ng keraudahan
Fo3edur pclayenan di unlt lni.
a. TEak mudah
b. Kurang mudah
c. Mudah
d. Sengai mudsh +

3. Bryshrlana p€rldap$ Saudm tst€ng kaecpdan waktu
6rt{ln! lnerrbcrilffia pdayanan
a. Tda*cepat
b. !tursr€ cepat
o. CeEt
d. Sangetcepat

I
?
3
.l

a. Bqrimms pcndep.t Serdara t nf$q herejaran
Hayeltaif d*lem pc*ayaaan
a. Sangatmahal
b. Cr*up mahal
c. Mur8h
d. Gralb

1

2
3

$. Bag:*n*m Farde+sf Studera & e** *cs€fiieian
pro(!!r* pGlsysr8ll s*ss yr*g tqcaffiftm dalam *andar
pelqryte$ drngnn h.'tr y*ngdibcrilo*
a. Tid* s€Euai
b. lfurarg s*uai
c. Sesuai.
d. Sangatffiral

q.AFA i\I T'rn F.; FiB .iaI rLl,\ EI.
L.l r:'il tt- Li !, r i*ll lLlUi-LI-,in.

e. Bagaimars Faltdspe* gsid.te te*,t€stg kecrF{*etEii
kcmanpuen pdugir; dsilam peLyflia[.
a. Trdak kompelen
b. Kurang kom$En
c. Kompe*en
d. Sangatkompd$

J
4

7. 8ag6fiidn5 pcntl*pafi saudara periiatu pt{ugas dr$ern
pcleyamfi lcrtait hecopamn d.n *arilsslun
a. Tidak sopan dan rameh
b. Kurarq Ecp€n d€n ramah
c, Sopan dan ramah
d. Sangat sopan dan ramah

1

2

4

S. Brgrinans pe*degd Sord*re ttr*ecle tsteditnya
iila*fif,nsi Pcliy8*in

aai j 1=:=i;r liti=!:. ::;i';;;:i<::r:
l-l :r ai i.'', ;,' il - I i -: = 

i ; ; :, i : :t I rr i :: 
= 

:: : :. i.- I

:- :i:ir-i.J.lE di ; ::a:irlj I : i:-: i: t-' a:

a.

d.

1

2
3
4

9. Bagaimrna ptrapat Sa*lra taduqg psrurfigntlan
pcry.dtran pcrlggufr . tefanar
a- Tidak ada.
b. Adat€*apitktak brfttrqs*
c. Berfurgri kurarrg malslmal
d. Dikelola dergan baik.

1

2
a

4

iE, Eageinan* F#!€:FS $*rdare r*rryerrsi $ars*€ dart
Prararana u*ttr* Exigrr${Et farc ada # Frrtor
pelayanan trrl
a. Tidd< ada
b. Ada, tstapi tid6k b€rturyBi
c. berfungsi, ieta6f kurarg baik
d. Dikelola dengan baik

,
I
3
4

i

(Lembaran ini di isi CIleh mesyarakaupngguna layanan).

I
, WALIKOTA fi(""*'*O,I

\,Y
i-f h FE.ir^r Ia\I/f\ti:UlTtUULJt\J


